
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242); 

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 61 

ayat (3), dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia; 

MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 9 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga 

kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di 

instansi pemerintah kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 

Republik Indonesia. 

3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja 

Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri 

tanpa melalui pelaksana penempatan. 

4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha 

berbadan hukum perseroan terbatas yang telah 

memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk 

menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG 

TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIG RAN INDONESIA. 

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 
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Menetapkan 



0. Mitra Usaha adalah instarisi dan/atau badan usaha 

berbentuk badan hukum di negara tujuan 

pcncmpat an yang bcrtanggung jawab mcncrnpatkan 

Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja. 

6. Pemberi Kcrja adalah instansi pemerintah, badan 

hukum pemcrintah, badan hukum swasta , dan/ a tau 

perseorangan di ncgara tujuan pcnempatan yang 

mempekcrjakan Pckerja Migran Indonesia. 

7. Pcrjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian 

tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pcmberi 

Kerja yang mcmuat hak dan kewajiban setiap pihak 

dalam rangka pcncmpatan dan Pclindungan Pekerja 

Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. 

8. Pcrjanjian Penempatan Pckerja Migran Indonesia yang 

sclanjutnya disebut Pcrjanjian Penempatan adalah 

perjanjian tcrt.ulis antara pclaksana penempatan 

Pekerja Migran Indonesia clan Calon Pckcrja Migran 

Indonesia yang mcmuat hak dan kewajiban se tiap 

pihak, dalam rangka pcncmpatan Pekerja Migran 

Indonesia di ncgara tujuan penempatan scsuai dengan 

kctcntuan peraturan pcrundang-undangan. 

9. Pcrjanjian Kerja adalah perjanjian tcrtulis antara 

Pckerja Migran Indonesia clan Pcmbcri Kerja yang 

mcmuat syarat kerja, hak, dan kewajiban sctiap pihak, 

scrta jaminan kcamanan dan kesclamatan selarna 

bckcrja sc suur dengan ketentuan pcraturan 

perundang-undangan. 

10. Visa Kcrja adalah izin tertulis yang diberikan olch 

pcjabat yang bcrwcnang di suatu ncgara tujuan 

penempatan yang memuat pcrsetujuan untuk ma suk 

dan melakukan pekerjaan di negara yang 

bersangkutan. 

11. Surat lzin Perckrutan Pckerja Migran Indonesia yang 

sclanjutnya discbut SIP2MI adalah izin yang dibcrikan 

olch Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk 

menempatkan Calon Pekcrja Migran Indonesia. 
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kabupaten/ kota di bidang ketenagakerjaan. 

18. Dinas Provinsi aclalah dinas yang mcnyclcnggarakan 

urusan pcmcrintahan dacrah provm sr di bidang 

kctcnagakcrjaan. 

menyelenggarakan urusan pcmerintahan daerah 

van° • r-, dinas adalah Kabupaten/ Kota 17. Di na s 

tcrintcgrasi clalam pclayanan publik yang murah, 

mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 

Indonesia yang Migran Pekcrja perrnasalahan 

penanganan persyaratan, pemenuhan 

informasi, pernbcrian 

dan 

lavanan sis tern adalah 

selanjutnya discbut LTSA Pekerja Migran Indonesia 

yang Indonesia Migran Pekcrja Pclindungan 

Tcrpadu Satu Atap Pcncmpatan dan 16. Layanan 

mekanisme kerja pengelolaan data dan inforrnasi yang 

terpadu bidang kctcnagakcrjaan. 

15. Sistcm Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah 

sistem pelayanan adrninistrasi penempatan Pckerja 

Migran Indonesia. 

substansi tcrkait satu sama lain dalam satu 

12. Jaminan Sosial adalah salah sa t u bentuk pelindungan 

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

13. Oricntasi Pra Pcmbcrangkatan yang sclanjutnya 

disingkat OPP adalah kcgiatan pcmbcrian pcrnbckalan 

dan inforrnasi kepada Calon Pckerja Migran Indonesia 

yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon 

Pekerja Migran Indonesia merniliki kesiapan mental 

dan pcngctahuan untuk bckcrja di luar ncgcn, 

mcmaharni hak dan kewajibannya serta dapat 

mcngatasi ma salah yang akan dihadapi. 

14. Sistcm Informasi Kctcnagakcrjaan Terpadu yang 

sclanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan 

komponen yang terdiri atas lembaga, surnber dava 

mariusra, perangkat kcras, pcrangkat lunak, dan 
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Pasal 2 

Ruang lingkup Pcraturan Mcnteri ini meliputi tata cara: 

a. pcncmpatan Pckcrja Migran Indonesia oleh P3MI; 

b. pcncmpatan Pekerja Migran Indonesia oleh 

pcrusahaan untuk kepcntingan pcrusahaan scndiri; 

dan 

c. Pckcrja Migran Indonesia Perseorangan. 

19. Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

se lanjutnya disc but BP2MI adalah lcmbaga 

pcmcrintah nonkernenterian yang bertugas sebagai 

pelaksana kebijakan dalarn pelayanan dan 

pelindungan Pckcrja Migran Indonesia secara terpadu. 

20. Atase Kctcnagakerjaan adalah pcgawai negeri sipil 

pada kcmentcrian yang menyelenggarakan urusan 

pcmerintahan di bidang ketenagakerjaan yang 

ditempatkan pada pcrwakilan diplomatik tertentu yang 

proses pcnugasannya berdasarkan kctentuan 

peraturan pcrundang-undangan untuk melaksanakan 

tugas di bidang ketenagakerjaan. 

21. Pcrwakilan Republik Indonesia di Luar Negcri yang 

selanjutnya disebut Perwakilan Rcpublik Indonesia 

adalah pcrwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler 

Republik Indonesia yang sccara resmi mewakili dan 

mempcrjuangkan kepentingan bangsa, ncgara, clan 

pemerintah Republik Indonesia sccara keseluruhan di 

negara tujuan pcnempatan atau pada orgamsasi 

intcrnasional. 

22. Menteri adalah mcntcri yang mcnyelenggarakan 

urusan pemcrintahan di bidang kctcnagakcrjaan. 
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Pasal S 

Sctiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekcrja 

kc luar ncgcri harus memcnuhi pcrsyaratan: 

a. bcrusia minimal 18 (delapan bclas) tahun; 

Bagian Kcd ua 

Pcrsyaratan 

Pasal 4 

( 1) Untuk mcmpcroleh SIP2MI sebagairnana dimaksud 

dalarn Pasal 3, P3MI harus mcngajukan pcrmohonan 

secara daring kepada Kcpala BP2MI dcngan 

mcngunggah dokumen: 

a. Pcrjanjian Kcrja Sama Penempatan; 

b. surat pcrmintaan Pckcrja Migran Indonesia dari 

Pemberi Kerja; 

c. rancangan Perjanjian Kerja; dan 

d. rancangan Perjanjian Penempatan. 

(2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bcrlaku 

sccara nasiorial dan disampaikan kcpada P3MI secara 

daring melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dcngan 

Sisnaker. 

(3) Ketentuan lebih Janjut mcngcnai SIP2MI dia tur dcngan 

Pcraturan BP2MI. 

Pasal 3 

P3MI yang akan menempatkan Calon Pckcrja Migran 

Indonesia wajib mcmiiiki SIP2MI. 

Bagian Kcsatu 

Penerbitan SIP2MI 

BAB II 

PENEMPATAN PEKER,JA MIG RAN INDONESIA OLEH 

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA 
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Pasal 7 
Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a dilakukan mclalui: 

a. pcmbcrian informasi; 

b. pendaftaran; 

c. sclcksi; 

d. pcmcriksaan kcschatan clan psikologi; 

c. pcnandatanganan Pcrjanjian Pcncmpatan; 

I. pendaftaran kepesertaan .Jarninan Sosial; 

g. pengurusan Visa Kcrja; 

h. OPP; 

1. pcnandatanganan Pcrjanjian Kcrja; dan 

J. pcmbcrangkatan. 

Paragraf 2 

Sebelum Bekerja 

Pasal6 

Pelaksanaan penempatan Pckerja Migran Indonesia 

dilaksariakan mclalui tahapan: 

a. scbclum bekerja; 

b. selama bekerja; dan 

c. setelah bekerja. 

Paragraf 1 

Um urn 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

b. memiliki kompctensi; 

c. schat jasmani dan rohani; 

cl. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan 

Sosial; dan 

c. mcmiliki dokumcn lcngkap yang dipcrsyaratkan. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum terbentuk, 

pcndaftaran dilakukan pada Dinas Kabupatcn/ Kota. 

(3) Dokumcn persyaratan scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) paling scdikit mcliputi: 

a. kartu tanda pcnduduk clektronik dan kartu 

kcluarga: 

Indonesia 

Pasal 9 

( 1) Pendaftaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

h uruf b, dilakukan olch Calon Pckcrja Migran 

Indonesia pada LTSA Pckcrja Migran Indonesia clengan 

melengkapi dokumen persyaratan. 

(2) Dalam ha! LTSA Pckerja Migran 

Pasal 8 

( 1) Pemberian inforrnasi sebagaimana dimaksud dala m 

Pasal 7 h ur uf a, mcliputi informasi mcngcnai: 

a. pasar kcrja; 

b. tata cara pcncmpatan; dan 

c. kondisi kerja di luar negeri. 

(2) Informasi pasar kcrja scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a mcliputi lowongan pekerjaan, jcrns 

jabatan, dan per syarat an jabatan. 

(3) Pcmberian inforrnasi scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dapat dilakukan secara daring a tau luring 

olch LTSA Pekerja Migran Indonesia. 

(4) Dalam ha! LTSA Pekerja Migran Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 

tcrbcntuk, pemberian inforrnasi dilakukan olch Dinas 

Kabupaten/ Kota. 

(5) Pemberian informasi scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilak ukan dengan melibatkan perncrintah 

desa. 

(6) Selain olch LTSA Pckcrja Migran Indonesia atau Dinas 

Kabupatcn/ Kota scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4), pcmbcrian inforrnasi dapat dilakukan 

mclalui pamcran kcsempatan kerja yang dilak sanakan 

olch Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI. 
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Pasal 11 

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan 

lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 10 ayat 

(4), harus mcmbuat paspor sesuai dengan ketcntuan 

peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 10 

( 1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf c 

berupa seleksi teknis sesuai dcngan kcbutuhan negara 

tujuan pcncmpatan. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada a vat ( 1) 

dilakukan oleh P3MI dcngan mclibatkan pengantar 

kcrja atau petugas antar kcrja. 

(3) Dalam ha! tcrtentu petugas P3MI dapat 

mengikutsertakan Mitra Usaha dan/ at.au Pcmbcri 

Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran 

Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada 

LTSA Pekcrja Migran Indonesia atau Dinas 

Kabupatcn/ Kota. 

(4) Pckcrja Migran Indonesia yang tclah dinyatakan lulus 

se leksi diumumkan melalui sistern daring atau luring 

oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Dinas 

Kabupaten/ Kota. 

b. surat kctcrangan status perkawinan bagi yang 

telah mcnikah dcngan melampirkan fotokopi 

buku nikah; 

c. surat keterangan 12111 suami atau ist.ri , izin orang 

tua, atau izin wali yang dikctah ui oleh kepala 

desa atau lurah; 

d. scrtifikat kompetensi kcrja; 

e. surat kctcrangan se hat ; dan 

f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. 

(4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sccara tcrin tegrasi 

melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya. 
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Pasal 14 

( 1) Calon Pekerja Migran Indonesia wajib diikutscrtakan 

dalam kepescrtaan Jaminan Sosial ketenagakcrjaan. 

Pasal 13 

( 1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang tclah lulus 

seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan 

scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan 

P3MI dan diketahui olch pejabat Dinas 

Kabupaten / Kora. 

(2) Pcrjanjian Penempatan sebagaimana dimaksucl pada 

ayat ( 1), dibuat dalarn rangkap 3 (tiga) yang 

diperuntukkan bagi: 

a. Calon Pekerja Migran Indonesia; 

b. P3MI; dan 

c. Dinas Kabupatcn/Kota. 

(3) Standar Perjanjian Pcncmpatan scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) scsuai Format 1 sebagaimana 

tcrcantum dalam Larnpiran yang mcrupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Pcraturan Menteri ini. 

dilaksanakan di sararia keschatan scsuai dcngan 

ketentuan peraturnn perundang-undangan. 

(3) Pcmcriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilaksanakan di lcrn baga psikologi scsuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pckcrja Migra.n 

pada ayat (1), 

Pemeriksaan kesehatan Calon 

Indonesia scbagaimana dimaksud 

(2) 

Pasal 12 

( 1) P3MI dapat mcmbantu dan rnernfasilitasi Calon 

Pekcrja Migran Indonesia yang tclah lulus sclcksi 

untuk mclakukan pcmeriksaan kesehatan dan 

psikologi scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf 

d. 
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bi dang di 

keimigrasian; 

peraturan pcrundang-undangan 

ketcnagakcrjaan; clan 

2) 

bidang di pcrundang-undangan peraturan I ) 

Pasal 17 

OPP scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 bcrt ujuan 

untuk mcrnbcrikan pemahaman clan pendalaman tcrhudup: 

a. pcraturan perundang-undangan di negara tujuan 

pcncmpatan, mcliputi: 

Pasal 16 

( 1) P3MI wajib mcndaftarkan Calon Pckcrja Migran 

Indonesia dalam OPP scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 h uruf h. 

(2) Pcndaftaran scbagaimana dimaksud pada ayut ( l) 

harus melampirkan Perjanjian Kcrja, paspor, clan Visa 

Kcrja Calon Pckerja Migran Indonesia. 

Pasal 1.5 

( 1) P3MI memfasilitasi proses pcngurusan Visa Kerja 

scbagairnana dimaksud dalarn Pa sal 7 huruf g sesuui 

dcngan kctcntuan pcrut uran perundang-undangan 

ncgara t ujuan pencmpatan. 

(2) Fasilitasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) bc rupa 

pcngumpulan dokumcn persyuratan se suai dcngan 

kcbut uhan ncgara tujuan pencmpatan. 

(2) Pcmbayaran prcmi Jaminan Sosial kctcnagakcrjaun 

scbagaimana dimaksud pada a vat ( 1) dilakukan 

dengan ketcntuan: 

a. dibavarkan scte lah mcnandatangani Pcrjanjian 

Pcncmpatan untuk program .Iaminan Sosial 

ketcnagakcrjaan sebclum bckerja: dan 

b. dibavarkan setclah Calon Pckerja Migran 

Indonesia mcngikuti OPP untuk program 

Jaminan Sosial kctcnagakcrjaan sclarnu bckerja 

clan sctelah bckcrja. 
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bersangkutan ke Indonesia. 

yang Indonesia Migran Pckerja kcpulangan 

Pasal 19 

(1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus 

selcsai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pckcrja 

Migran Indonesia berangkat ke luar negeri. 

(2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) diberikan surat keterangan 

telah mcngikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA 

Pckerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupatcn/ Kota. 

(3) Dalam ha! Calon Pckerja Migran Indonesia akan 

bekerja kembali di negara tujuan pcncmpatan yang 

sarna dan telah memiliki surat keterangan mengikuti 

OPP, tidak diwajibkan mcngikuti OPP dengan 

ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak 

Pasal 18 

( 1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

diselenggarakan di LTSA Pckerja Migran Indonesia 

dan/ atau difasilitasi oleh Oinas Kabupaten/ Kora. 

(2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus menyertakan pcngantar kerja atau petugas 

antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan 

tcrkait dengan penempatan dan pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 

(3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan/ a tau Anggaran Pendapatan 

dan Bclanja Daerah. 

3) peraturan perundang-undangan di bidang yang 

berkaitan dengan ketentuan pidana di ncgara 

tujuan penempatan. 

b. materi Perjanjian Kcrja; dan 

c. materi lain yang dianggap pcrlu. 
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keberangkatan Pekerja Migran 

Kctcnagakerjaan atau pcjabat 

ditunjuk di ncgara tujuan 

P3MI menginformasikan 

Indonesia kepada Atasc 

dinas luar negen yang 

penempatan. 

Pasal 23 

Pasal 22 

P3MI wajib mcmbcrangkatkan Calon Pekerja Migran 

Indonesia yang telah memiliki: 

a. Perjanjian Kerja: 

b. paspor; dan 

c. Visa Kerja. 

Pasal 21 

Bagi Calon Pckcrja Migran Indonesia yang telah memcnuhi 

persyaratan bekerja di luar ncgcri, scbclum dibcrangkatkan 

Calon Pekerja Migran Indonesia harus melakukan 

pcndataan sidik jari biomctrik melalui Sisko P2MI pada 

saat OPP. 

Kcrja, 

dengan 

Ketentuan mcngcnai standar Perjanjian 

penandatanganan, dan vcrifikasi diatur 

Pcraturan BP2MI. 

(3) 

Pasal 20 

( 1) Penandatanganan Pcrjanjian Kerja scbagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 7 huruf i dilakukan scsuai 

dcngan kcsepakatan. 

(2) Perjanjian Kcrja scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani 

olch para pihak. 
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Pasal 26 

( 1) Per usahaan Penernpatan Pckcrja Migran Indonesia 

wajib rnclaporkan data kepulangan clan/ a tau data 

perpanjangan Perjanjian Kcrja Pckcrja Migran 

Indonesia kepada Atase Ketenagakcrjaan atau pcjabat 

dinas luar ncgcri yang ditunjuk di negara tujuan 

pcncrnpatan. 

(2) Atasc Kctcnagakcrjaan atau pejabat dinas luar ncgcn 

yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi atas laporan 

sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ). 

Pasal 25 

Atase Keteriagakerjaan atau pejabat dinas luar negcri yang 

ditunjuk di ncgara tujuan pcncrnpatan melakukan 

pernbinaan kepada Pckerja Migran Indonesia saat tiba di 

ncgara tujuan pcncrnpatan. 

Pasal 24 

( 1) Taha pan scla ma bekerja sebagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 6 huruf b dirnulai scjak Pckcrja Migran 

Indonesia tiba di negara tujuan penernpatan. 

(2) Pckcrja Migran Indonesia scbagairnana dimaksud pada 

ayat ( 1) wajib rnclaporkan kcdatangan kcpada Atasc 

Ketenagakerjaan atau pcjabat dinas luar ncgcri yang 

ditunjuk di negara tujuan penernpatan melalui Mitra 

Usaha P3MI. 

(3) Atase Ketenagakcrjaan atau pejabat dirias luar negen 

yang ditunjuk di negara tujuan penernpatan 

rnclakukan pcndataan kcdatangan dan kcbcradaan 

Pekerja Migran Indonesia selama berada di negara 

tujuan pcncrnpatan. 

Paragraf 3 

Sclarna Bckerja 
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d. meningkatkan k ualitas sumber daya manusia. 

a tau 

bidariz b pad a pekcrjaan kontrak b. mcrnpcroleh 

usahanya; 

c. memperluas u sa ha di negara t.ujuan penempatan; 

Pcnempatan Pekcrja Migran Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 28, dilakukan dalam ha! 

pcrusahaan: 

a. mcmiliki hubungan kepernilikan dengan perusahaan 

di luar negeri; 

Pasal 29 

Pcncmpatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan 

perusahaan scndiri hanya dapat dilakukan olch: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; atau 

c. perusahaan swast a bukan P3MI. 

Pasal 28 

BAB III 

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK 

KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI 

(2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 

dirnaksud pad a ayat ( 1) bcrmasalah berdasarkan 

laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas 

luar negeri yang ditunjuk oleh Kcpala Pcrwakilan 

Republik Indonesia, BP2MI mernfasilitasi Pekerja 

Migran Indonesia di debarkasi Indonesia. 

Pasal 27 

( 1) Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c dimulai sejak Pekerja Migran 

Indonesia tiba di dcbarkasi Indonesia. 

Paragraf 4 

Setelah Bekerja 
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Pasal 32 

Sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan, 

pcrusahaan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 28 harus 

mclakukan pcnclataan mclalui sistem daring vang 

tcrintcgrasi di Sisnakcr. 

Pasal 31 

( 1) Dalam ha! persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pa sal 30 ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri at au 

pcjabat yang clitunjuk mcncrbitkan izm dalam waktu 

paling lama 2 (dua) hari kcrja. 

(2) Bentuk dan standar izin sebagaimana dirnak sud pada 

ayat ( 1) scsuai Format 2 scbagaimana tcrcantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Kctcnagakcrjaan atau pejabat dinas luar ncgcn 

yang ditunjuk di negara tujuan pencmpatan; 

b. bukti berbadan hukum berdasarkan hukum 

Indonesia; 

c. Pcrjanjian Kerja antara Pckerja Migran Indonesia 

dcngan pcrusahaan bersangkutan; 

cl. surat tugas penempatan di luar ncgeri berisi 

tunjangan Pckcrja Migran Indonesia sclama 

bckcrja di luar ncgcri; dan 

c. bukti kcpcscrtaan Pckcrja Migran Indonesia 

dalarn program .Jarninan Sosial ketenagakerjaan. 

atau pcrjanjian 

olch Atasc dikctahui yang pckcrjaan 

Pasal 30 

( 1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28, 

harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau 

pcjabat yang ditunjuk. 

(2) Untuk mcndapatkan izin scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ), perusahuan harus mengajukan permohonan 

secara tertulis dengan mclampirkan: 

a. bukti hubungan kcpcmilikan 
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Pasal 35 

( 1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus 

mclakukan pendaftaran pada LTSA Pckerja Migran 

Indonesia. 

(2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum terbcntuk, 

pcndaftaran dilakukan pada Dinas Kabupatcn/ Kora. 

(3) Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2) dilengkapi dengan dokumcn penempatan 

Pckcrja Migran Indonesia Perscorangan yang meliputi: 

a. fotokopi surat panggilan kcrja dari Pemberi Kcrja 

berbadan hukurn: 

Pasal34 

( 1) Pckcrja Migran Indonesia Perseorangan yang akan 

bekerja di negara tujuan pcncmpatan wajib memenuhi 

persyaratan: 

a. tclah ditcrima bekerja pada Pembcri Kcrja 

bcrbadan hukum; 

b. bekerja pada Pcmbcri Kerja berbadan hukum; 

dan 

c. tidak dipckcrjakan pada jabatan yang tcrcndah 

pada sctiap scktor. 

(2) Pekerja Migran Indonesia Pcrscorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang bckcrja pada Pemberi 

Kcrja pcrscorangan atau sektor domestik. 

BAB IV 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN 

Pasal 33 

Pckcrja Migran Indonesia dan/atau perusahaan yang 

bersangkutan harus melaporkan kedatangan Pckerja 

Migran Indonesia di negara tujuan penempatan secara 

daring kepada Atase Ketenagakcrjaan atau pejabat dinas 

luar ncgcri yang ditunjuk oleh Kepala Pcrwakilan Republik 

Indonesia di ncgara tujuan penempatan. 
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Pasal 37 

( 1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia dilaksanakan oleh Mcntcri, 

gubernur, dan bupati/walikota. 

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam 

melakukan pembinaan dapat mengikutsertakan 

BP2MI. 

(3) Pernbinaan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan secara terpadu dan tcrkoordinasi. 

Bagian Kesatu 

Pcmbinaan 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 36 

Pckcrja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan 

kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring 

kepada Atase Kctcnagakcrjaan atau pcjabat yang ditunjuk 

olch Kcpala Pcrwakilan Republik Indonesia. 

b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum; 

c. fotokopi Pcrjanjian Kcrja; 

d. fotokopi bukti kepcscrtaan Jaminan Sosial 

ketenagakerjaan; dan 

e. fotokopi Visa Kcrja; 

f. surat pcrnyataan bcrtanggung jawab tcrhadap 

segala risiko ketenagakerjaan yang dialarni. 

(4) Layanan pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada 

ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sccara tcrintegrasi 

mclalui Sisnakcr dan tidak dipunggut biaya. 
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Pasal 40 

Pada saat Pcraturan Menteri ini mulai bcrlaku, OPP tetap 

dilaksanakan oleh Balai Pclayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bersarna dcngan 

Di na s Kabupaten/ Kora dalam ha! belum terbentuk L TSA 

Pekerja Migran Indonesia di kabupaten/kota. 

Pasal39 

( 1) SIP2MI yang tclah dimiliki olch P3MI sebe lurn 

dikeluarkannya Peraturan Mcntcri ini tetap berlaku 

sampai dcngan bcrakhirnya jangka waktu SIP2MI. 

(2) Surat izrn pencmpatan Pckerja Migran Indonesia 

untuk kepentingan pcrusahaan scndiri yang telah 

dimiliki olch perusahaan yang mcncmpatkan Pekerja 

Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan 

se ndiri sebelurn dikeluarkannva Peraturan Menteri ini 

tetap bcrlaku sarnpai dengan berakhirnya jangka 

wakt.u surat izin tcrscbut berakhir. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

dilaksanakan sc suai dcngan lingkup tugas dan 

kewenangan masing-masing pada intansi yang 

mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

(3) Mcntcri dapat membentuk tim khusus dalarn 

pengcndalian dan peningkatan kualitas pengawasan. 

Indonesia Migran Pekerja pelindungan dan 

Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan olch pegawai 

perigawas ketenagakerjaan. 

(2) Pcngawasan terhadap penyclenggaraan penempatan 

penempatan 

Pasal 38 

te rhadap pclaksanaan ( 1) Pcngawasan 

Bagian Kcdua 

Pcngawasan 
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Pasal42 

Pcraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 

di undangkan. 

Pa sal 41 

Pada saat Pcraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 ten tang 

Pelaksanaan Pencmpatan dan Pcrlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Ncgcri (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1882), dicabut dan dinyatakan tidak 

bcrlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
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NIP. 19600324 198903 1001 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 729 

WIDODO EKATJAHJANA 

ttd. 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Juli 2019 

M. HANIF DHAKIRI 

ttd. 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUSLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juni 2019 

pcnempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

memerin tahkan 

iru dengan Menteri Peraturan 

orang mengetahuinya, Agar setiap 

pcngundangan 
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NIP. 19600324 198903 1001 

SALINANSESUAIDENGANASLINYA 

M. HANIF DHAKIRI 

ttd. 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

1. Format 1 Standar Perjanjian Penempatan 

2. Format 2 Bentuk dan Standar Izin Menteri Ketenagakerjaan tentang 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahan 

un tuk Ke pen tingan Perusahaan Sendiri 

LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIG RAN INDONESIA 



Pasal 2 

( 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak 

ditandatanganinya Pcrjanjian Penempatan 1111 sarnpai dcngan 

Penempatan olch PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

(2) Pll!AK KESATU berkewajiban mcnyediakan sarana dan pra sa ra na 

dalam rangka penempat an clan pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

yang layak. 

Pasal 1 

PIHAK KESATU sanggup mcnempatkan PIHAK KEDUA di negara . 

scbagai pada pemberi kerja yang bcralamat. dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU clan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mcngadakan 

Perjanjian Pcncmpatan dcngan ketentuan sebagai berikut: 

sclanjut nya disebut scbagai PIHAK KEDUA. 

Ala mat 

Narna Calon Pckcrja Migran Indonesia 

Tcrnpat dan Tanggal Lahir 

Status 

Dalarn ha! ini bertindak untuk clan a tas narna Pf selanjutnya discbut 

sc bagai PIHAK KESA TU. 

Ala mat 

.Iabatan 

Nam a 

Pcrjanjian Pencmpatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh clan antara: 

Pada hari l Tl l tanggal. bulan tahun tclah diadakan 

PERJANJIAN PENEMPATAN 

Format 1 Stanc!ar Pcrjanjian Penernpatan 

')' - _J - 





NIP . 

Mengetahui 

Kepala Dinas Kabupatcn/Kota 

(Nama Kcpala Dinas) 

(Direktur Utama P3MI) (Calon Pekerja Migran Indonesia) 

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, 

........... , . 

Pasal 10 

Perjanjian penempatan ini disepakat i dan ditandatangani olch PARA PIHAK, 

dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai 

cukup dan dapat dipcrtanggungjawabkan kebcnarannya oleh masing- 

masing pihak. 

Pasal9 

(1) PIHAK KESATU menjarrun PIHAK KEDUA menerima pcmbayaran atas 

gaji sebesar .......... scbagairnana diatur dalam perjanjian kerja. 

(2) Apabila pcmbcri kcrja PIHAK KEDUA tidak mcmpckerjakan se suai 

dcngan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan mcnyclcsaikan 

hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA. 

(3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan pcnjelasan 

kepast.ian pcnempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban 

mcngcmbalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan 

a pa pun. 



1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tcntang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

242, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6141 ); 

2. Peraturan Menteri Kctcnagakerjaan Nomor .... 

Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penempatan 

Pekcrja Migran Indonesia (Serita Negara Republik 

Indonesia Tah un 2019 Nomor. .. ); 

Mengingat 

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal. ... 

Pcraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. ... Tahun 

2019 ten tang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia, pcrlu menetapkan Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan tentang lzin Penempatan Pekcrja 

Migran Indonesia Olch Perusahaan Untuk 

Kcpentingan Per usahaan Sendiri; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUl-lAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KETENAGAKER.JAAN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSANMENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN 

TENT ANG 

!ZIN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH 

fYT' . 

UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI 

Format 2 Bentuk dan Standar Izin Menteri Ketenagakerjaan Tentang 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia olch Perusahan untuk 

Kcpentingan Per usahaan Scndiri 
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MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

pad a tanggal, 

Ditetapkan di Jakarta 

pekcrjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk 

kepentingan pcrusahaan scndiri; dan 

3. mclakukan pendataan Calon Pckcrja Migran 

Indonesia yang akan ditempatkan di luar ncgeri 

secara daring melalui Sisnaker. 

Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan 

untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagairnana 

tercantum dalarn Lampiran yang mcrupakan satu 

kesatuan yang tidak tcrpisahkan Keputusan Menteri ini. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 

pelindungan terhadap jawab bertanggung 2. 

perusahaan scndiri; 

sebagai Pcrusahaan Periempatan Pekerja Migran 

Indonesia untuk kcpentingan per usahaan sendiri. 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk 

Kcpentingan Per usahaan sendiri sebagaimana dimaksud 

dalarn Diktum KESATU berkewajiban untuk: 

1. menempatkan pekerjanya yang telah memenuhi 

pcrsyaratan kc luar negen untuk kcpentingan 

2. Alamat Kantor 

3. Dircktur 

: PT 1. Nama 

MEMUTUSKAN: 

,.., - ' 

KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Menetapkan 

KESA TU 



MENTER[ KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

I NAMA NEGARA JANG KA I 

CALON NOMOR JABATAN TUJUAN WAKTU 
NO PEKERJA ALAMAT PASPOR KERJA PENEMPATAN BEKERJA 

MI GRAN 
INDONESIA 

I 1 
I -·- -· - - 

2 
i I 

I 

3 I Ost.~.~-- 
I i I [ 

I 
I I ~-~ - 

DAFTAR CALON PEKEl~JA MIG RAN INDONESIA YANG AKAN 
DITEMPATKAN OLEH PT . 

UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI 
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